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PUTUSAN
Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Crp

e e\ .
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Sinar Gunung, pada tanggal 6 Juli 1994, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Warung Manisan, bertempat
tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,
dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik

desiwulan67 @guru.sd.belajar.id, sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 1 Juni 1991, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Bengkel Mobil, bertempat
tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 9 Oktober 2023
telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor
511/Pdt.G/2023/PA.Crp, pada tanggal 9 Oktober 2023, dengan alasan-alasan
sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum’at di Kecamatan

Curup Timur pada tanggal 1 April 2016 sebagaimana dicatat dalam Kutipan
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Akta Nikah Nomor 057/04/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu, tertanggal 1 April 2016, dengan status pernikahan antara
Penggugat dan Tergugat adalah Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
di rumah milik orang tua Tergugat di JI. Seruni No. 28, RT. 009, RW. 003,
Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong,
Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisabh;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan
telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: ANAK, Tempat Lahir
Rejang Lebong, Tanggal Lahir 13 Juli 2016, Jenis Kelamin Laki-laki,
Pendidikan SD, Diasuh Oleh Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal masalah keuangan kepada
Penggugat;

b. Tergugat terbukti berselingkuh dengan perempuan lain;

c. Sejak tanggal 1 Februari 2017, Penggugat keluar dari rumah orang tua
Tergugat;

d. Sejak bulan Juli 2018 sampai September 2022 Tergugat pernah masuk
penjara dikarenakan memakai Narkotika sejenis sabu-sabu;

e. Sejak bulan Juli 2018, Penggugat tidak lagi menerima nafkah secara
lahir dan batin dari Tergugat;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tanggal 1 Februari 2017 Penggugat keluar dari rumah milik orang
Tergugat dikarenakan keinginan sendiri, semenjak saat itu Penggugat dan
Tergugat berpisah rumah setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di
rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di
Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
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6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah dirukunkan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat
berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit
dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cqg. Majelis
Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan
menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Crp,
tanggal 10 Oktober 2023 diterima tanggal 11 Oktober 2023 oleh orang yang
serumah dengan Tergugat dan relaas panggilan tanggal 17 Oktober 2023
diterima tanggal 19 Oktober 2023 oleh orang yang serumah dengan Tergugat
dan telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan
Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah sesuai dengan
surat gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, dan selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dalam sidang
tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat,
tertanggal 9 Oktober 2023 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
datang menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan
Penggugat tidak dapat didengarkan di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 057/04/1V/2016, tertanggal 1 April
2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah
bermeterai, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan
telah sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis diberi kode bukti P;

B. Saksi
1. SAKSI KE-1, tempat dan tanggal lahir di Sinar Gunung, 6 MAret 1994,
umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Hubungan saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat, saksi tersebut

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat dan kenal
dengan Tergugat yang bernma Samsul Bahri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak dan anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan
rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi
karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan
lain dan sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah
kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017
yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat ada menasehati Penggugat, tetapi
tidak berhasil;

2. SAKSI KE-2, tempat dan tanggal lahir di Sinar Gunung, 7 Mei 2009, umur
24 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
Hubungan saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat, saksi tersebut di
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat dan kenal
dengan Tergugat yang bernma Samsul Bahri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Jalan Seruni No. 28, RT 009, RW 003,
Desa Sinar Gunung, Dusun |, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten
Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak dan anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan
rukun dan harmonis selama setahun, dan setelahnya tidak rukun dan
harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
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- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak ada memberikan Pengguat
dan anaknya nafkah dan kebutuhan rumah tangga serta Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama di rumah orang
tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam tahun
yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat ada menasehati Penggugat, tetapi
tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon
Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di
persidangan, Penggugat telah dipanggil secara eletronik dengan resmi dan
patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal
10 Oktober 2023 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto
Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan
dalam perkara a quo dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk
pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka
sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan
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yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita
Pengadilan Agama Curup, sebagaimana relaas panggilan Nomor
511/Pdt.G/2023/PA.Crp, relaas panggilan tanggal 10 Oktober 2023 diterima
tanggal 11 Oktober 2023 oleh orang yang serumah dengan Tergugat dan
relaas panggilan tanggal 17 Oktober 2023 diterima tanggal 19 Oktober 2023
oleh orang yang serumah dengan Tergugat, relaas panggilan tersebut telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan
demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati
Penggugat di persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal
154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang
merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan dan gugatan
Penggugat, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Dusun | Desa Sinar
Gunung, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik
desiwulan67@guru.sd.belajar.id, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan
Agama Curup dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Curup
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan gugatan Penggugat,
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim
berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan
dalam mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judicio);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal masalah keuangan kepada
Penggugat;
Bahwa Tergugat terbukti berselingkuh dengan perempuan lain;

3. Bahwa sejak tanggal 1 Februari 2017, Penggugat keluar dari rumah orang
tua Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2018 sampai September 2022 Tergugat pernah
masuk penjara dikarenakan memakai Narkotika sejenis sabu-sabu;

5. Bahwa sejak bulan Juli 2018, Penggugat tidak lagi menerima nafkah
secara lahir dan batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka
sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka
pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

A 548 Cund 8 Gualiadll G188 B0 SIS ) oo Bt g e s e 0 055 06 1 06 el

AdGay

Artinya: “Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

“Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang,

sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia
termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865
KHUPerdata, maka Majelis membebankan kepada Penggugat untuk
membuktikan gugatannya;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang
bernama SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P, merupakan akta
autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan
Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 April 2016, yang
akta nikah aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup
Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 1 April 2016,
maka telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut
memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama
dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, maka maijelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari
pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang
adalah saudara sepupu dan adik kandung Penggugat, dalam perkara
perkawinan secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang sebagaimana
ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap
hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah
sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi
tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308
R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana
dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi
tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak tahun 2017 atau sejak enam tahun yang lalu dan sampai sekarang
tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Penggugat
tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah
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mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat

telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya
di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan
Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta
kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 April
2016 di Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, tetapi setelah setahun menikah pada tahun 2017 atau sejak enam
tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di
rumah kediaman orang tua Tergugat;

3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar
tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas,
maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken home);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat
dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan
Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan
Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara
Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, tetapi sejak setahun pernikahan pada tahun 2017 atau
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sejak enam tahun yang lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama di
rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan sejak
berpisah rumah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada
Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan
batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga,
sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya
Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk
menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana
dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:
ey 803 180 A1 5r SO 31 ez 5e5

,p_,aju_._shhrt_ﬁ..u_%._;'hw,uag_y{‘i———nuu -3

i o AT e

Tl &

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di
antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan

terjadi, sedangkan kaidah fighiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis

menyatakan:
:_dm...h A e aaiaadldi 2

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih
manfaat.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga dan majelis

hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim di persidangan telah berusaha
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menasehati Penggugat untuk merenungkan kembali bahwa pernikahan itu
adalah bagian dari ibadah dan mengingatkan kembali pesan Nabi Muhammad
Shalallahu Alaihi wa Sallam bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi
dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat,
maka dalam hal ini majelis hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan bahwa salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan
tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di
muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di
muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. maka majelis hakim
berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk
mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah
bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan
talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Amri
Yantoni, S.H.l., M.A. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh
Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H dan Ayu Mulya, S.H.l.,, M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim Anggota. serta dibantu oleh Armalina, S.H., sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd Ttd
Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. Amri Yantoni, S.H.l., M.A.

Hakim Anggota,
Ttd
Ayu Mulya, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Armalina, S.H.
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Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
c. Redaksi : Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Penggandaan dan Pemberkasan: Rp 10.500,00
3. Panggilan : Rp 17.500,00
4. Pemberitahuan Putusan : Rp 17.500,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 217.500,00

(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
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